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ABSTRACT
Aim of this research intended to find out an act of implementation Restorative 
Justice principle for children who does as a suspect of criminal act on investigation 
process. The method used normative law research, which it means focuson to positive 
law norm. like shape of legal systemation by doing, description, systematic, analisis, 
interpretation, and evaluate positive law, vertically and horizontally for the problem 
that concerned about implementation principle Restorative Justice in investigation 
process to children who does criminal act. In actual act, the implementation of 
principle Restorative Justice is not maximal. It cause the suspect of criminal thief 
who process at court more than 20 case. The problem faced on implementing 
restoration Justice is the police especially investigation not yet understand about 
children law. 
Keywords : children, Restorative Justice, Police and Thief.
Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tindakan 
implementasi prinsip keadilan restoratif bagi anak-anak yang melakukan sebagai 
tersangka dari tindak pidana pada proses investigasi. Metode digunakan normatif 
hukum penelitian, yang artinya kami Pada untuk norma hukum positif. seperti bentuk 
hukum systemation dengan melakukan, deskripsi, sistematis, analisis, interpretasi, 
dan mengevaluasi hukum positif, secara vertikal dan horizontal untuk masalah yang 
prihatin tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses investigasi untuk 
anak-anak yang melakukan tindak pidana. dalam tindakan, pelaksanaan prinsip 
keadilan restoratif bukanlah maksimal. Hal ini menyebabkan tersangka kriminal 
pencuri yang proses pengadilan lebih dari 20 kasus. Masalah yang dihadapi pada 
pelaksanaan restorasi keadilan adalah polisi terutama penyelidikan belum mengerti 
tentang hukum anak-anak.  
Kata kunci : Anak-anak, keadilan restoratif, polisi dan pencuri.  
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya 
melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sebagai generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa. Setiap anak mempunyai peran dan tanggung jawab, maka perlu 
mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, 
untuk mewujudkannya diperlukan upaya perlindungan terhadap anak.1
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 
(2) diatur mengenai hak-hak anak yaitu: 
1. non diskriminasi; 
2. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
4. penghargaan terhadap pendapat anak.2
Dari ke 4 macam-macam hak anak secara garis besar tidak semua hak anak 
dapat dipenuhi oleh orang tua. Anak berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 
dengan berbagai usaha salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan beberapa faktor, 
antara lain :  
1) faktor ekonomi; 
                                                          
1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak, LN  Tahun 
2002 No. 109, TLN No. 4235, dalam september 2013.
2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang  Perlindungan Anak, dalam Ibid.
2) faktor lingkungan; 
3) faktor sosial; 
4) rendahnya pemahaman agama dan moral; 
5) faktor pendidikan; 
6) faktor keluarga; 
7) pengangguran dan / atau 
8) penyakit kejiwaan yang disebut dengan kleptomania:3
Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik anak yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik 
umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak. Syarat-syarat untuk dapat 
ditetapkan sebagai Penyidik  adalah: 
1. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa; 
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.4
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
mengatur tentang Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
                                                          
3Erikwan, Yudha Thama, 2008, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak, http://repository.unand.ac.id/10424/13 september 2013 
4Pasal 41 ayat (2), Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Peradilan Anak.LN Tahun 1997.    
Nomor 3.TLNNo 3668, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441, 13 september 2013. 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Undang-undang ini 
baru diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu tertanggal 30 juli 2014. 
Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap di proses secara pidana akan tetapi 
harus memperhatikan hak-hak anak. Selama proses penyidikan diperlakukan asas 
Restoratif Justice. Anak yang melakukan tindak pidana perncurian dihindarkan dari 
pemidanaan yang berupa perampasan hak. Dalam prakteknya proses penyidikan yang 
dilakukan tidak semua penyidik melakukannya. Seperti halnya yang terjadi di 
Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta mulai dari tahun 2012 sampai dengan 
sekarang, jumlah anak yang diproses di tahap penyidik hingga ditingkat Pengadilan 
bahkan sampai dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak mencapai 28 orang. 
Berdasarkan uraian tersebut, anak yang telah melakukan tindak pidana tetap 
diproses hingga tingkat pengadilan bahkan dititipkan di lembaga pemasyarakatan 
mencapai 28 orang. Oleh karena itu, penulis membahas permasalahan anak sebagai 
pelaku tindak pidana dalam penelitian hukum dengan judul “Penerapan Asas 




Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
                                                                                                                                                                     
Rumusan Masalah bagaimanakah penarapan asas Restoratif Justice terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan? 
Tujuan Penelitian:
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan penarapan asas Restoratif Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak 
pidana pencurian dalam proses penyidikan. 
PELAKSANAAN PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE TERHADAP 
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM 
PROSES PENYIDIKAN
Data  kasus pencurian anak yang dilaporkan di Polres Sleman tidak ada. 
Menurut narasumber Bripka Adi Suherman Unit PPA (Perlindungan Perempuan 
dan Anak) yang ditangani di Polres Sleman adalah anak yang melakukan tindak 
pidana pembunuhan, pengroyokan dan pencabulan. Narasumber menjelaskan 
anak yang melakukan pencurian langsung ditangani di Polsek-Polsek setempat 
dan pihak penyidik melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Asas Restoratif Justice terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya 
belum maksimal, dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak tidak menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi 
diselesaikan secara hukum. Terbukti dari data yang dimiliki Polres Sleman dari 
tahun 2012-2013 anak yang diproses sampai ditngkat pengadilan mencapai 28 
orang. Dengan begitu dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memahami 
penyelesaian perkara tindak pidana ringan seperti pencurian tidak harus 
diselesaikan secara hukum tetapi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.  
Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan 
menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. 
Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, 
pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil 
daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai 
ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan Dapat 
menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk. Sanksi yang dikenakan terhadap 
anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum ada dua yaitu sanksi pidana 
yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum ringan. Jika ingin membandingkan 
dengan Restoratif Justice, pengenaan sanksi tindakan pun harus melalui proses 
pemeriksaan oleh aparat hukum dan diputus oleh pengadilan. Anak akan merasa 
takut jika harus berhadapan dengan aparat hukum yang dalam hal ini karena 
kewibawaan dari penegak hukum itu sendiri. Melalui Restoratif Justice seorang 
anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan tidak perlu melalui putusan 
pengadilan yang dapat membuat anak takut. Apalagi anak yang diputus dengan 
tindakan penyerahan kepada Negara atau Departemen Sosial juga ditampung 
pada lembaga pemasyarakatan anak untuk dibina. Penanganan alternatif terhadap 
anak melalui jalur non formal seperti model Restoratif Justice sangat 
memungkinkan untuk diterapkan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan 
hukum karena akan menjauhkan anak dari stigma jahat dan hak-hak anak akan 
terlindungi.      
Penelitian tentang Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses 
Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di 
Kabupaten Sleman, dilakukan di POLRES Sleman, berdasarkan wawancara 
dengan Bripka (Brigadir Polisi Kepala) Adi Hermawan Unit Perlindungan 
Perempuan Dan Anak (PPA) dalam proses penanganan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Narasumber menjelaskan bahwa proses penanganan anak 
yang melakukan tindak pidana telah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yaitu penangkapan, penahanan, 
tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dari Pasal 16 sampai 
dengan Pasal 19 dan penahanan dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. 
Penangkapan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari 
dan wajib ditempatkan dalam ruangan khusus pelayanan anak. Menurut 
narasumber kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan 
terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup. Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua 
puluh) hari. Menurut hemat penulis dalam hal ini penyidik melakukan 
penangkapan dan penahanan tidak seharusnya menggunakan KUHP (Kitab 
Undang-undang hukum Pidana) karena penanganan anak tidak sama dengan 
orang dewasa dan tidak dijelaskan secara khusus tentang Restoratif Justice, maka 
yang bersangkutan (penyidik) seharusnya menggunakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak sebab Undang-Undang tersebut merupakan 
peraturan yang sifatnya khusus dari KUHP ( asas lex spesialis derogate legi 
generalis). Namun untuk dapat melakukan penyelesaian masalah anak nakal 
melalui Restotarif Justice terlebih dahulu melakukan upaya diversi yaitu 
pengalihan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari 
proses formal yang dilakukan pihak penyidik. Menurut Bripka Adi Suherman 
dalam melakukan upaya diversi dengan tujuan: 
memberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. 
mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.  
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.  
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.  
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
Hal lain yang diperhatikan oleh pihak penyidik adalah kepentingan korban,
keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidik 
juga melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (DINSOS). Pihak 
penyidik dalam upaya diversi tidak menggunakan seragam, agar anak tidak 
merasa takut dan tertekan. Dari penjelasan itu narasumber menjelaskan akan 
menggali informasi dari pihak korban maupun pelaku dari masyarakat sekitar 
tentang latar belakang anak tersebut di lingkungannya, kondisi kesehatan anak 
tersebut, tanggapan masyarakat terhadap perilaku, kehidupan religiusnya dan 
pendidikannya. Hasil penelitian atau rekomendasi dari Bapas juga diperlukan 
oleh peyidik dikarenakan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
termasuk kategori tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, mengingat usia 
anak, anak yang bersangkutan masih sekolah atau tidak bersekolah, sangat 
mengkhawatirkan jika proses penyidikan dilanjutkan sampai ke pengadilan dan 
yang terjadi hak-hak anak akan hilang dan anak akan mengalami tekanan 
spikologis. Hasil penelitian dari Bapas menjadi acuan bagi penyidik bahwa 
penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan diversi. 
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan 
orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing 
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan 
Restoratif. Dalam upaya tersebut adanya kesepakatan antara pihak korban dan 
pihak pelaku, hal-hal yang harus dilakukan pihak penyidik adalah: 
menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan secara lengkap disertai 
bukti-bukti 
korban mendukung keterangan yang diberikan polisi.  
pengembalian kerugian dengan adanya korban dan dilakukakan dalam 
batas-batas kewajaran dan tidak melanggar hak-haknya sebagai anak. 
penyerahan kembali kepada orang tua atau wali dan orang tua 
menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat, bahwa orang tua akan 
menjamin anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan melakukan 
pengawasan terhadap anak. 
keikutsertaan anak (pelaku) dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat 
paling lama 3 (tiga) bulan. 
Setelah proses itu selesai maka anak dapat tingggal kembali dengan orang 
tuanya dan tetap bersekolah. Dengan demikian anak tersebut telah belajar dari 
kesalahannya dan telah melakukan tanggung jawabnya dari kesalahan yang telah 
diperbuat. Pada saat proses penyelesaian permasalahan anak nakal dengan 
konsep restoratif justice, pihak tokoh masyarakat tidak perlu hadir dikarenakan 
akan membuat anak merasa tertekan dan menghindari stigmatisasi yang buruk 
pada anak tersebut.  
Diversi memiliki efek yang positif pada system peradilan karena 
menghindari stigma negatif dari masyarakat, menghindari pembalasan dari 
korban. Polisi mempunyai peran penting dalam diversi anak dari sistem peradilan 
karena polisi merupakan titik pertama persinggungan anak dengan hukum. 
 Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak penyidik disaat mereka 
melakukan diversi adalah apabila ada kesepakatan pihak korban untuk meminta 
ganti kerugian kepada pelaku dan pelaku menyanggupi untuk ganti rugi sesuai 
batas kemampuan pelaku. Kenyataan yang dilakukan oleh pelaku di luar 
kesepakatan yaitu sampai batas waktu yang disepakati pelaku tidak meyanggupi 
untuk mengganti kerugian kepada korban, maka pihak penyidik sesuai 
kewajibannya tetap melakukan proses penyidikan sampai ke pengadilan sebagai 
upaya terakhir. 
Penanganan anak melalui model restoratif  justice yang dilakukan pihak 
kepolisian dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 
mempunyai manfaat bagi anak yaitu yang terbaik bagi anak, melalui model ini 
membuat anak tidak ditahan sehingga dapat kembali kepada orang tuanya, dapat 
kembali bersekolah dan menghindarkan anak dari stigma yang negatif dari 
masyarakat sekitar, dan teman-temannya. Hal ini akan membuat anak belajar 
bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui kesalahannya di dalam 
pertemuan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, 
sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif  dari sistem peradilan. 
Di satu sisi apabila anak mempunyai latar belakang pernah melakukan 
tindak pidana pada sebelumnya maka Restoratif Justice tidak akan bermanfaat 
sama sekali bagi anak, dikarenakan anak (pelaku) akan selalu berfikir apabila 
menggulangi perbuatan tersebut mereka tidak akan ditahan dan akan diselesaikan 
dengan musyawarah. Menurut hemat penulis hukum pidana dilakukan sebagai 
upaya terakhir pihak kepolisian dengan memproses sampai ke pengadilan sebagai 
efek jera bagi pelaku tindak pidana, apabila upaya Restoratife Justice gagal 
ditempuh.  
Konsep penyelesaian permasalahan anak nakal dengan model Restoratif 
Justice perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 
memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta 
menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi anak 
yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi pemberian stigma 
yang negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. 
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam 
penulisan hukum / skripsi ini, yaitu 
Penerapan Asas Restoratif Justice terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana sudah dilaksanakan tetapi dalam prakteknya belum maksimal, 
dikarenakan banyak dari korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak 
menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan tetapi diselesaikan secara 
hukum. 
SARAN
Pihak Kepolisian khususnya penyidik di Polres Sleman agar lebih 
memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah 
anak. 
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